PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 1993
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATASBARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI

Menimbang :

Mengingat

UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan investas dalam rangka mendorong ekspor
non migas, maka dipandang perlu memberikan kemudahan pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pgjak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPn BM) atas penyerahan Barang Kena Pgjak (BKP) dari daerah pabean
Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi
Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), penyerahan BKP antar Pengusaha Kena
Pajak (PKP) di dalam Kawasan Berikat, serta penyerahan BKP olh PKP
EPTE kepada PKP di Kawasan Berikat atau sebaliknya;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pgak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2864);

4. Peraturan...
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Pagjak Pertambahan Nilai Tahun 1984 (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3287) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3524);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pgak Yang
Dilakukan Oleh Pedagang Besar Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak
Disamping Jasa Y ang Dilakukan Oleh Pemborong (Lembaran Negara
Tahun 1988 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3385);

. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Atas

Barang Impor Y ang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 94
Tahun 1993;

. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas Dan

Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot
Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN
BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR
(EPTE).

Pasal 1...
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Pasal 1

Atas penyerahan BKP oleh PKP dari daerah pabean Indonesia lainnya
kepada PKP di Kawasan Berikat atau EPTE untuk diolah, PPN dan PPn
BM yang terutang tidak dipungut.

Pasal 2

(1) Atas penyerahan BKP oleh PKP dari Kawasan Berikat atau EPTE
kepada PKP subkontraktor di daerah pabean Indonesia lainnya
untuk diolah Iebih lanjut, PPN dan PPn BM yang terutang tidak
dipungut.

(2) Atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh PKP subkontraktor
dari daerah pabean Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) kepada PKP di Kawasan Berikat atau EPTE, PPN dan PPn
BM yang terutang tidak dipungut.

Pasal 3

Atas penyerahan BKP oleh PKP dari Kawasan Berikat kepada PKP
lainnya di Kawasan Berikat yang sama atau Kawasan Berikat lainnya
atau EPTE untuk diolah lebih lanjut, PPN dan PPn BM yang terutang
tidak dipungut.

Pasal 4...
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Pasal 4

Atas penyerahan BKP oleh PKP EPTE kepada PKP EPTE lainnya atau
kepada PKP di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, PPN dan PPn
BM yang terutang tidak dipungut.

Pasal 5
Atas penyerahan BKP hasil pengolahan PKP di Kawasan Berikat atau
EPTE ke dalam daerah pabean Indonesia lainnya dikenakan PPN dan
PPn BM serta pungutan negara lainnya yang terutang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan

Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setigp orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 23 Oktober 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 23 Oktober 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
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